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BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPAT INDRAMAYU 

NOMOR II4 TAHUN 202 

TENTANG 

TATA CARA PENYALURAN DAN 

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa 
untuk setiap desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembontukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dcngan mcngubah Undans 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400]; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 

6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
emerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679]; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I l  
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321; 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 I .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat; 

133. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

I4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 

16. Peraturan Menteni Keuangan Nomor 190/PMK.OT/ 
2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

17.Pecaturan Dacrah Kabupaten Indramayu Nomor + 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 
Nomor 4 Seri 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor l 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor I1J; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat daerah Kabupaten Indramayu (Lembar 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9] 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 
Kabupaten Indramayu [Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2021 Nomor 8]; 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 
Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4); 

20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13.A Tahun 2015 
tentang Petunjuk Telnis Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Indramayu Tahun 2015 Nomor 13.A); 

21. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenanangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 
Tahun 2018 Nomor 29.2); 

22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35, 1 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Derita Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 35.1); 

23. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35.2 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 
Nomor 35.2) 

24. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
ndramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 
Tahun 2022 Nomor 18). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN 
DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dular Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ; 

• Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Indramayu. 
3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 
4. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen 

yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, 
baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara 

nasional maupun regional 
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5. Inspektorat Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat 
Inspektorat adalah Aparatur pengawas Internal Pemerintah Daerah 

6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat 
DPMD adalah DPMD Kabupaten Indramayu. 

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. 

9, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Dcsa adalah Kuwu dibantu pamong Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

I. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu; 
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
mcrupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilar 
wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. 

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat 
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

14, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa 
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat. 

15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatr 
dan mengurus kepentngan masyarakat Lesa yang telah dijalankan 
oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang 
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
18. Ang&aran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. 

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau 
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan 
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 
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21, Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase 
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada 
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. 

22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi 

23. Alokasi Kinerja Adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang 
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 
Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa 
dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungiawaban keuangan Desa. 

27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PKPKD adalah Kuwu yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Desa. 

28. Pelaksana Pengelolaan Kcuangan Dcsa yang sclanjutnya disingkat 
PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan 
Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu yang menguasakan 
sebagian kekuasaan PKPKD. 

29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelavanan dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayatr 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

31. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa dalam I (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 
32 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SIL.PA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. 
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 

disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa 
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

34. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, 
adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu I (satu) tahun. 

35. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
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36. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandiriandan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

37. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat 
KPMD adalah unsur masyarakat yang bertugas untuk menumbuhkan 
dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan 
swadava gotong rovong. 

38. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif 
dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan 
teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, 
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan makyat. 

39, Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor 
nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (0OVID 19) yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 
Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak 
sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau peikologis manusia. 

40. Desa Aman CO0VID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap 
produktif di tengah Pandemi €OVID.19 dengan kedisiplinan warga 
menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, 
menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 

41. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya discbut BLT Dcsa 
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi 
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 
(€OVID-19). 

42. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa Tanpa 

Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa 
Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan, Desa Peduli Pendidikan, 
Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaring, dan Desa Tanggap Budaya 

untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Pasal 2 

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Perundang 
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungiawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat setempat. 

Pasal 3 

Dana Desa dialokasikan untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa 
secara merata dan berkeadilan 
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BAB 11 

BESARAN DANA DESA 

Pasal 4 

Dana Desa setiap desa dihitung secara mcrata dan berkeadilan 

berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 

c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

Pasal 5 

(I) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
dihitung sebesar 65% dari anggaran Dana Desa dibagi secara 
proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk; 

(2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
dihitung sebesar 1% dari anggaran Dana Desa dibagi secara 
proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; 

(3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 
dihitung sebesar 4% dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa 
dengan kinerja terbaik; 

(4) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 
dihitung sebesar 4% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan 
indikator : 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 
b. angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen; 
c. luas wilayah desa dengan bobot 10% (sepuluh persen]; 
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen). 

Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan 
oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O7/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa 

BAB 111 

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 7 

(I) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN] ke 
Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUDJ. 

(2) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa yang menampung 
seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membiayai seluruh 
pengeluaran Desa. 
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(3) Kuwu mengajukan permohonan pencairan Dana Desa dengan 
melengkapi seluruh persyaratan yang telah diteliti kelengkapan 
berkasnya oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan, selanjutnya diusulkan 
oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD untuk dibuat nota dinas 
pengajuan terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan dan 
diajukan realisasinya kepada PPKD 

(4) Selanjutnya PPD membuat surat pengantar yang ditujukan kcpada 
Kepala KPPN Cirebon. 

Pasal 8 

(1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 
Kas Desa dilaksanakan oleh KPPN Cirebon 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan 
ketentuan : 
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 

sebesar 40% (empat puluh persen]; 
b. Tahap ll paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan agustus 

sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
c. Tahap Ill paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). 

(3) Penyaluran Dana Desa sebag@imana dimaksud dalam asal 7 ayat (l), 

untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap 
pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan 
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 

sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. Tahap ll paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) 

(4) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 
12 (dua belas) bulan. 

Pasal 9 

Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar 40% (empat puluh 
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [2) huruf a adalah; 

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa) Tahun berkenaan; 
b. Peraturan Kuwu tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Desa Tahun 2022 paling lambat ditetapkan bulan Februari 2022; 

c. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kuwu; 
d. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri 

Berita Acara penelitian kelengkapan berkas dari Tim Fasilitasi 
Kecamatan. 

Pasal 10 

Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40% (empat puluh 
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah 



10 

a. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kuwu; 
b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Carat yang 

enita Acara penelitian kelengkapan berkas dani Tim 

dilampiri 

Fast/itast 

Kecamatan; 

c. Laporan realisast penverapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 
d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap l 

menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% 

(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling 
sedikit sebesar 35% (tiga puluh Lima persen) dari Dana Desa tahap l 

yang disalurkan; 
e. Laporan Penyaluran BLT Desa Tahun 2022 selama 12 (dua belas) bulan. 

Pasal 1 1  

Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap Ill sebesar 20% (dua puluh persen) 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah : 

a. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kuwu; 
b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri 

Berita Acara penelitian kelengpan Derkas dari Tim Fasilitasi 

Kecamatan; 
c. Laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai 

dengan tahap Il menunjukan rata- rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen] dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puuh Lima 
persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 

d. Laporan konvergensi penegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

Pasal 12 

Persvaratan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) 
untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (3) huruf a adalah : 

a. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kuwu; 
b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri 

Berita Acara penelitian kelengkapan berkas dari Tie Fasilitnsi 

Kecamatan; 
e. Peraturan Desa tentang APBDes; dan 
d. Peraturan Kuwu tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Desa Tahun 2022 paling lambat ditetapkan bulan Februari 2022. 

Pasal 13 

Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar 40% (empat puluh 
persen] untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah: 
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a. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kuwu; 
b. Surat pengantar permohonan pencairan dani Camat yang 

Derita Acara penelitian kelengkapan berkas dari Tim 
dilampiri 
Fasilitasi 

Kecamatan; 

c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya; 

d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap l 

menunjukan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% 

(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling 
sidikit sebasar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
disalurkan; 

e. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sebehumnya; 

f. Laporan Penyaluran BLT Desa Tahun 2021 selama 12 (dua belas] bulan 

BAB IV 

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 14 

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: 
a. Kemanusiaan, 
b. Keadilan; 

c. Kebhinekaan; 
d. Keseimbangan alam; 
e. Kepentingan nasional. 

BAB V 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 15 

(l] nioritas Henggunaan Dana Lesa diatur dan drurus oleh Lesa 

berdasarkan kewenangan Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l 

diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian 
SDGs Desa melalui : 
a. pemuhihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai 

kewenangan desa. 

Pasal 16 

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemuhihan ekonomi nasional sesuai 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf 
a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa : 

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa 

kemiskinan; 
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b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 
pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa 

bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan 
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 

[2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pa«al 15 ayat [2) huruf 
b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa : 

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan 
pengelolaan teknolog informasi dan komunikasi sebagai upaya 
memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa 

merata; 
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan 

Desa tanpa kelaparan; 
d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; 

dan 

e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keteribatan 
masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diprioritaskan 
untuk pencapaian SDGs Desa : 

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; 
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan 
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa. 

(4] Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3] huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan penyaluran bantuan langsung tunai desa 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 
Desa. 

(5) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4] diberikan kepada 
keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 

bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerima bantuan program keluraga harapan (PKH) 

Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai dan program 
bantuan sosial pemerintah lainnya. 

(6) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan 

Kuwu 

(7) Besaran BLT Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama 
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga menerima manfaat. 
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BAB VI 
PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Publikasi 

Pasal IT 

(I) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas: 
a. hasil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen 

RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, 

dan dokumen APB Desa. 

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling 
sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 

Pasal 18 

(l) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan di ruang 
publik yang mudah diakses oleh masyarakat Dcsa. 

[2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara 
swakelola dan partisipatif. 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan 
dan/atau tertulis. 

Bagian Kedua 
Pela poran 

Pasal 19 

(1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa kepada Menteri melalui Kementerian. 

[2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat disampaikan dalam 
bentuk dokumen digital menggunaknn sistem informasi Desa yang 
disediakan oleh Kementerian. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama I (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 20 

(l) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
a, sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 
b. capaian keluaran Dana Desa. 
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(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di 
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat [I) huruf a dengan meminta 
penjelasan kepada Kuwu mengenai sisa Dana Desa di RKD, 

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian 
keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN]. 

() Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat 
meminta Inspektorat untuk melakukan pemeniksaan. 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 
Dana Desa, di bentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kccamatan dan Tingkat 
Kabupaten. 

(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi; 
a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa; 
b. membimbing Desa dalam penyusunan perencanaan pengguaan 

Dana Desa: 
c. membimbing administrasi keuangan Dana Desa; 
d. melaksanakan pembinaan, monitoring/ pemantauan dan 

mengevaluasi hasil pelaksanaan Dana Desa; 
e. membertkan bantuan terhadap penyelesatan masalah yang terjadi 

dalam pelaksanaan Dana Desa; 
f. melaporkan hasil pembinaan kepada Carat 

(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1H 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tugas meliputi; 
a. melaksanakan diseminasi akan kebijakan, data dan informasi 

tentang Dana Desa; 

b. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi; 
c. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 

masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan dengan 
Inspektorat; 

d. menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan dan penggunaan 
Dana Desa kepada Bupat 

Pasal 22 

(I) Apabila terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, 

Inspektorat melakukan penelitian dan pemeniksaan terhadap desa yang 
bersangkutan 

(2) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l 

dilaporkan ke Bupati. 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 
Indramayu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahumnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Indramayu. 

Ditetapkan di Indramayu 
pada tanggal 31 Desember 2021 

I INDRAMAYU, 

Diundangkan di Indramayu 
pada tanggal 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

Cap/TtA 

RINTO WALUYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
TAHUN 2021 NOMOR : 14 


